BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap sistem dan prosedur penilaian Barang Mililk
Negara yang akan dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Kota Padang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem dan prose-duf penilaian Barang Milik Negara yang akan dilelang

dilakukan ~ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Pihak-pihak yang
terlibat dalam penilaian ini meliputi seksi pengelola kekayaan negara, seksi
pelayanan penilaian, kepala kantor, dan tim penilai. Pelaksanaan penilaian

Barang Milik Negara dimulai dari pengumpulan data awal, survei lapangan,

analisis data, penentuan pendekatan penilaian, simpulan nilai, serta

penyusunan laporan penilaian.

Kendala-kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Kota Padang yaitu kekurangan sumber daya manusia, wilayah kerja

yang sangat luas terdiri dari sebelas kota/kabupaten dan permohonan penilaian

yang tidak dapat diprediksi.

5.2 Saran

Untuk peningkatan dalam melaksanakan penilaian Barang Milik Negara
yang akan dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota

Padang. Maka saran yang ingin diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan
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diatas, yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penilaian
Barang Milik Negara yang akan dilelang menjadi kendala utama dalam
melakukan penilaian. Apabila permohonan diajukan secara serentak kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang, maka seksi
pelayanan penilaian akan keteteran dalam melakukan penilaian. Hal ini
disebabkan karena wilayah yang dipegang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan_Lelang Kpta Padang' yang rsangat luas, sehingga permohonan
penilaian tidak dapat diprediksi. Alangkah baiknya jika Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang meminta bantuan tenaga tambahan
kepada Direktorat Jenderal untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara.
Bantuan penilaian ini bertujuan untuk memudahkan tim penilai, serta tim
penilai dapat mengimbangi proses penilaian dengan permohonan penilaian yang

masuk pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.
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